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MOTTO

“Perjalanan Ribuan Mil Dimulai Dengan Langkah Pertama.”

(Lao Tzu)!

! Herman Yudiono, Kata-Kata Motivasi Hidup: 220 Kutipan Bijak dari Tokoh Dunia,
diakes dari http://www.tipspengembangandiri.com/kata-kata-motivasi/ pada tanggal 20 Maret
2018, pukul 13.00 Wib.
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RINGKASAN

Transportasi merupakan elemen penting dalam perekonomian karena
berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti
dari pergerakan ekonomi di kota, tranportasi haruslah memiliki standar pelayanan
dan keselamatan yang optimal, sarana tranportasi dituntut lebih efisien cepat dan
simple, transportasi mengalami kemajuan saat ini dengan munculnya tranportasi
online dimana menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha angkutan
maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari sistem pemesanan hingga
sistem pembayaran yang serba dipermudah, Namun terlepas dari itu semua
diiperlukan pengawasan dan aturan hukum yang jelas di dalam pengelolaan sistem
transportasi online agar supaya pengguna jasa maupun pelaku usaha tranportasi
online tidak ada yang dirugikan. Karena itu penulis ingin mengangkat
permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tanggung Jawab
Perusahaan Go-Jek Indonesia terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online
Go-Car Akibat Kendaraan Pengemudi Yang Berbeda Dengan Aplikasi Go-
Jek”.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalalah : Pertama,
bagaimana pengaturan transportasi online di Indonesia. Kedua, bagaimana
tanggung jawab perusahaan PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi perbedaan
kendaraan pengemudi transportasi online dengan yang ada di aplikasi Go- Jek
yang mengakibatkan kerugian konsumen. Ketiga, bagaimana upaya Penyelesaian
yang dilakukan konsumen apabila terjadi perbedaan kendaraan pengemudi dengan
yang ada di aplikasi Go-Jek. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi
dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk
mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh dari perkuliahan baik
yang bersifat teoritis maupun praktik serta untuk mengetahui dan menganalisis
permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Metode penelitian meliputi tipe
penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan
analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir. Tinjauan pustaka dari skripsi ini
membahas yang pertama mengenai tanggung jawab, pengertian dan prinsip
tanggung jawab, pengangkutan dan jenis pengangkutan, pengertian, tujuan dan
asas perlindungan konsumen, pengertian, hak dan kewajiban, serta larangan
pelaku usaha, pengertian serta hak dan kewajiban konsumen transportasi online,
pengertian dan profil transportasi online PT. Go-Jek Indonesia.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah jawaban beserta uraian atas
rumusan pokok masalah yang dipaparkan dalam bentuk sub bab sesuai dengan
pokok permasalahan yang telah ditentukan, yaitu menjelaskan tentang pengaturan
tranpotasi online di Indonesia, tanggung jawab perusahaan PT. Go-Jek Indonesia
apabila terjadi perbedaan kendaraan pengemudi transportasi online dengan yang
ada di aplikasi yang mengakibatakan kerugian konsumen, dan upaya penyelesaian
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yang dilakukan oleh konsumen apabila terjadi perbedaan kendaraan pengemudi
dengn yang ada di aplikasi Go-Jek.

Kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam skripsi ini adalah pertama,
transportasi online di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu ojek online dan taksi
online. Ojek online belum memiliki payung hukum yang jelas karena ojek online
menggunakan sepeda motor sebagai alat angkut yang oleh Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak
dikategorikan dalam alat pengangkutan umum, sedangkan taksi online sudah
diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam
Trayek yang mengatur diantaranya, mengenai argometer, ketentuan tarif, wilayah
operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal kendaraan, bukti
kepemilikan kendaraan bermotor domisili TNKB, sertifikat registrasi uji tipe
(SRUT), dan peran aplikator. Kedua, tanggung jawab perusahaan PT.Go-Jek
Indonesia apabila terjadi pebedaan kendaraan dengan yang ada di aplikasi diatur
di dalam aturan umum Mitra atau pengemudi Go-Jek, pihak Go-Jek memberikan
sanksi pemberian suspend atau pemberhentian akun kepada pengemudi,
sedangkan apabila menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kerugian
kepada konsumen Go-Jek selaku perusahaan aplikasi beserta dengan perusahaan
penyedia jasa transportasi umum bertanggung jawab memberikan perlindungan
kecelakaan kepada penumpang berupa santunan kematian atau cacat tetap sebesar
Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta) kepada maksimal 3 (tiga orang penumpang)
dan santunan rawat inap sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) per hari (maksimal 3
orang) kepada penumpang. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dapat di
tempuh konsumen jika mengalami kerugian pada saat menggunakan transportasi
online dapat dilakukan dengan cara membuat laporan langsung melalui aplikasi
mengenai kerugian yang dialami atau dengan cara menghubungi layanan
konsumen Go-Jek yang telah disediakan, namun apabila tidak menemukan
kesepakatan konsumen dapat mengajukan gugatan konsumen melalui pengadilan
(litigasi) dalam hal ini pengadilan umum dan diluar pengadilan (nonlitigasi) dalam
hal ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Saran pada skripsi ini yaitu pertama, pemerintah seharusnya merevisi
Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
menyatakan sepeda motor dapat digunakan sebagai alat angkutan umum
kemudian pemerintah harus lebih memberikan pengawasan yang ketat terhadap
pengelola tranportasi online. Kedua, konsumen dalam hal ini penumpang
transortasi online harus lebih teliti dalam memesan transportasi online agar tidak
terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ada baiknya konsumen atau penumpang
tidak menggunakan kendaraan yang berbeda dengan yang ada di aplikasi Go-Jek.
Ketiga, perusahaan yang terlibat dalam transportasi online harus memberikan
pengawasan yang lebih ketat kepada pengemudinya untuk menghindari kerugian
konsumen dan secara aktif selalu memberikan pelatihan kepada para
pengemudinya untuk menghindari kerugian bagi pihak konsumen atau
penumpang maupun pihak pengelola transportasi umum lainnya.
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperlancar roda perekonomian, menjaga, dan memperkokoh persatuan
dan kesatuan, serta mempelancar hubungan dengan negara lain, dibutuhkan sistem
transportasi yang memadai. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang
kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu
lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem
transportasi  nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya
murah?.

Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk
melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu
tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan
kendaraan®,

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta
memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat
diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan
ekonomi suatu negara.* Di dalam masyarakat yang melakukan kegiatan dengan
tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa
angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan
angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place
utility). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau
untuk keperluan usaha.

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem

transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang

? Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, ( Bandung : Citra Aditya Bakti,
1998).him. 7

* Abbas Salim, Manajemen Tranportasi, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
HIm.45

*Ibid.him. 1
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dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada
dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia.
Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas
jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif
dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur,
bertanggung jawab, dan murah.®

Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat
yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); Jakarta, selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1992. Undang-
Undang ini diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum
bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu
pengusaha angkutan, pekerja (sopir / pengemudi) serta penumpang.

Masalah pada masa kini bagaimanakah cara memajukan transportasi yang
dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik murah dapat ditawar dan
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik
harga, mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan, dapat dipenuhi dan bagaimanakah
cara fasilitas angkutan itu tersedia dalam jumlah memadai pada masyarakat.®
Mengingat di kota-kota besar di Indonesia transportasi masih menjadi suatu
kendala karena sistem yang tidak diatur dengan baik sehingga menimbulkan
ketidak percayaan dan ketidaknyamanan masyarakat di dalam menggunakan alat
transportasi umum. Tentu hal tersebut memerlukan suatu solusi yang secepatnya
harus diselesaikan, agar tidak menjadi hal yang menimbulkan kerugian lebih besar
lagi bagi masyarakat tentunya.

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada
zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, sepeda motor, becak, dan lain-

lain. Namun di dalam perkembangannya, transportasi telah mengalami perubahan

®Rahardjo Adisasmita, Analisis Kebutuhan Transportasi, (Yogyakarta : Graha limu,
2015) him. 35

® Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 1995), him. 2
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yang semakin modern. Perkembangan transportasi juga mencakup pada cara
pemesanan dan pembayaran transaksi atas jasa transportasi. Dahulu pengguna jasa
transportasi memesan via telpon dan kemudian membayar jasa dengan uang tunai.
Berbeda halnya dengan saat ini, masyarakat terutama di kota besar sedang
menggandrungi transportasi online dengan menggunakan aplikasi smartphone.
Selain bisa menghemat waktu, transportasi online juga bisa menghemat uang
karena banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup dengan download aplikasi yang
ditawarkan dan pesan melalui smartphone, maka dalam hitungan menit, pelaku
jasa transportasi siap mengantarkan pesanan atau mengantar ke tempat tujuan.
Tidak hanya itu, transportasi online juga bisa mengurai tingkat kemacetan,
terutama di kota - kota besar. Perubahan gaya hidup inilah yang dimanfaatkan
pelaku usaha untuk memulai persaingan dalam bisnis transportasi online. Pada
perkembangannya saat ini, terdapat transportasi yang dapat dipesan dan dibayar
secara sistem daring (online). Salah satu jenis transportasi yang menggunakan
sistem daring ini adalah Go-car. Dimana Go-car ini merupakan bagian dari
aplikasi penyedia jasa layanan transportasi online terbesar di Indonesia yaitu PT.
Aplikasi Karya Anak bangsa atau yang lebih dikenal dengan PT. Go-Jek
Indonesia.

PT. Go-Jek adalah sebuah perusahaan yang berbadan hukum berupa
perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia, yang bergerak di bidang
aplikasi perangkat seluler dengan merek dagang “Go-Jek”. Hal itu dibuktikan
dengan terdaftarnya akta pendirian PT. Go-Jek di dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 20, Tambahan Berita Negara Nomor
8078 Tahun 2012) dengan status badan hukum Perseroan Terbatas. Saat ini Go-
Jek telah tersedia di beberapa kota besar di Indonesia diantaranya : Jabodetabek,
Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo,
Malang, Yogyakarta, Balikpapan, Manado, Bandar Lampung, Padang, Pekanbaru
Batam bahkan hingga Jember. Para driver Go-Jek mengatakan bahwa pendapatan
mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses

ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Go-Jek. Mereka juga mendapatkan
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santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi,
cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.’

Pada skripsi ini yang akan penulis bahas adalah hanya layanan Go-Car
yang merupakan bagian dari fitur pada aplikasi Go-Jek dimana aplikasi Go-Jek
memiliki beberapa layanan antara lain:

1. Pengiriman Barang (GO-SEND)
Transportasi Motor (GO-RIDE)
Pesan makanan (GO-FOOQOD)
Berbelanja (GO-MART)
Antar barang banyak/besar (GO-BOX)
Bersih-bersih (GO-CLEAN)
Kecantikan (GO-GLAM)
Pijat/refleksi (GO-MASSAGE)
Jadwal Transjakarta, dan pengantaran dari/ke halte terdekat (GO-
BUSWAY)
10. Pesan tiket (GO-TIX)
11. Transportasi Mobil (GO-CAR)
12. Montir (GO-AUTO)
13. Obat Kesehatan (GO-MED)
14. Pulsa (GO-PULSA)
15. Belanja Barang (GO-SHOP)
16. Taxi BlueBird (GO-BLUEBIRD)

Go-Car adalah model transportasi berupa taksi yang memakai aplikasi

© 0 N o O b~ N

mobile dengan menggunakan mobil yang berplat warna hitam. Go-Car telah
beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 2016. Go-Car ini merupakan
alternatif transportasi yang menawarkan perkembangan transformasi dari sistem
lama menjadi suatu sistem yang sama sekali berbeda namun sangat cocok dengan
kebutuhan masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi. Go-Car mempunyai

keunggulan yang lebih baik dari pada taksi konvensional lainnya. Keunggulan

"Nadiem Makarim, Tentang Gojek, Satu Aplikasi Untuk Semua Kebutuhan Anda”, diakses
dari https://www.go-jek.com/about/ pada tanggal 29 Desember 2017 Pukul 16.00 Wib
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yang dimiliki Go-Car yaitu dengan layanan berbasis aplikasi, calon penumpang
dapat langsung memilih rute, mengetahui posisi kendaraan yang terpantau melalui
GPS (Global Positioning System), mengetahui estimasi harga yang akan
dibayarkan, dan langsung dapat memberikan rating kepada pengemudi Go-Car.
Harga yang ditawarkan oleh Go Car berkisar 30-50 % lebih murah dari pada
taksi-taksi konvensional lain. Penseleksian calon pengemudi yang ketat dimana
pengemudi harus memenuhi syarat berupa® :

1. Driver harus berusia 17-60 tahun;

2. Driver harus menyediakan mobil sendiri;

3. Driver harus memiliki perangkat Android pribadi;

4. Driver harus memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) A atau SIM (Surat Izin

Mengemudi) B1 yang masih aktif setidaknya 6 bulan ke depan;

<2

Driver harus memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli;

6. Driver harus memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang
masih aktif;

7. Driver harus memiliki SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);

8. Driver harus memiliki asuransi all risk;

9. Driver harus memiliki rekening Bank.

Go-Car dan aplikasi sejenis kemudian mengalami perkembangan dan
pertumbuhan yang sangat cepat di tanah air maupun mancanegara. Namun
demikian, sejak peluncurannya, taksi ini menuai banyak kontroversi terutama dari
armada taksi resmi karena menggunakan mobil pribadi sebagai taksi. Walaupun
demikian tetap saja taksi ini digandrungi oleh masyarakat karena dinilai lebih
efisien.

Inovasi ini menyangkut penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 26 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek yang kemudian direvisi oleh Peraturan Menteri Perhubungan

® Dikutip dari aplikasi Go-Jek. Diakses dari https:/play.google.com/store/apps/details?id
=com.qgojek. .app diakses pada tanggal 18 januari 2018 Pukul 21.00.Wib
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Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Terlepas dari antusias masyarakat yang begitu positif terhadap model
tranportasi online ini terdapat beberapa kasus yang pernah dialami pengguna
aplikasi ini, salah satunya yaitu kejadian yang dialami oleh Pak Suherman di
daerah Jakarta, ketika itu Bapak Suherman memesan dan menggunakan
transportasi mobil online Go-Car dari aplikasi Go-Jek dari tempat kediamannya di
daerah Kuningan menuju Blok M. Ketika di perjalanan menuju Blok M tiba-tiba
mobil yang dibawa oleh pengemudi Go-Car mengalami kecelakaan dengan
menabrak pembatas jalan, sehingga mengakibatkan Bapak Suherman merasa
kaget dan mengalami memar di bagian pelipis diakibatkan oleh terbentur pada
bagian kabin mobil, setelah terjadi kecelakaan tersebut pihak pengemudi begitu
saja meninggalkan Bapak Suheman tanpa pertanggungjawaban. Akhirnya Bapak
Suherman melakukan pemeriksaan kepada identitas mobil dan pengemudi Go-Car
tersebut di  aplikasi Go-Jek untuk dimintai  pertanggungjawaban.
Namun tidak disangka bahwa identitas kendaraan yang ditumpangi oleh Bapak
Suherman berbeda dengan identias kendaraan pada aplikasi Go-Jek. Disini penulis
melihat bahwa PT. Go-Jek Indonesia selaku pihak yang bertanggung jawab pada
aplikasi Go-Jek dan Go Car kurang bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut
sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pengguna jasanya atau konsumen.

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, pemerintah dalam hal ini Negara
Republik Indonesia hadir dalam melindungi hak konsumen setiap warganya
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dimana di dalam undang-undang ini diatur bahwa
pengguna jasa yang posisi tawarnya lebih lemah dibanding pelaku usaha sebagai
penyedia harus dilindungi hak-haknya secara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
menulis skripsi dengan judul : “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT.
GO-JEK INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI
ONLINE GO-CAR AKIBAT KENDARAAN PENGEMUDI YANG
BERBEDA DENGAN APLIKASI GO-JEK”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan
yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Transportasi Online di Indonesia?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan PT. Go-Jek Indonesia Apabila
Terjadi Perbedaan Kendaraan Pengemudi Transportasi Online dengan yang
ada di Aplikasi Go- Jek yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Konsumen Apabila Terjadi

Perbedaan Kendaraan Pengemudi dengan yang ada di Aplikasi Go-Jek?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum yang diperoleh dari

perkuliahan baik yang bersifat teoritis maupun praktik.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan transportasi online di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan PT. Go-Jek
apabila terjadi perbedaan kendaraan pengemudi transportasi online dengan
yang ada di aplikasi Go-jek yang mengakibatkan kerugian konsumen.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan
konsumen apabila terjadi perbedaan kendaraan pengemudi dengan yang ada di

aplikasi Go-Jek.
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1.4 Metode Penelitian

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat.
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan
karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian
dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan
karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan
bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan
kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu
menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh

penulisnya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan penulis dalam menulis skripsi ini
adalah yuridis normatif (normatif legal research), artinya permasalahan yang
diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam skripsi ini difokuskan dengan menerapkan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan
dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-
undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep

permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum vyang ditangani °. Guna memahami pengaturan
transportasi online di Indonesia, serta mengetahui bentuk tanggung jawab

perusahaan PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi perbedaan kendaraan

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke 12 ( Jakarta:
Kencana Prenadamedia Grup, 2016) him.133.
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pengemudi transportasi online dengan yang ada di Aplikasi Go- Jek yang
mengakibatkan kerugian konsumen dan juga bagaimana upaya
penyelesaian yang dilakukan konsumen apabila terjadi perbedaan

kendaraan pengemudi dengan yang ada di aplikasi Go-Jek.

. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam
ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi'®. Guna memahami
pengaturan transportasi online di Indonesia, serta mengetahui bentuk
tanggung jawab perusahaan PT. Go-Jek Indonesia apabila terjadi
perbedaan kendaraan pengemudi transportasi online dengan yang ada di
Aplikasi Go-Jek yang mengakibatkan kerugian konsumen dan juga
bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan konsumen apabila terjadi

perbedaan kendaraan pengemudi dengan yang ada di aplikasi Go-Jek.

Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan

untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi

mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini meliputi bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non

hukum yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

1% pid. him 135-136
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undangan dan putusan-putusan hakim®. Dalam penyusunan skripsi ini bahan
hukum primer yang digunakan, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 20009.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Jakarta.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan. *2

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat
fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum,
Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi
peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam
penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non
hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitian

sebagai penelitian hukum.™

1 1bid. him. 181
2 Ibid
1 1bid. him. 183
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1.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan

11

untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang

dipergunakan dlam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang
hendak dipecahkan.

. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non

hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum.

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun didalam kesimpulan.**

Skripsi ini dibuat dengan melakukan analisa menggunakan bahan-bahan

hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu baik bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum tersebut

dianalisa sesuai dengan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana seperti

yang telah diuraikan di atas, sehingga akan didapatkan hasil analisa yang

memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

% 1bid. him. 213
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab
akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatigedaad) dan tanggung jawab
akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Segala kesalahan atau kelalaian
penjual yang dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli khususnya, atau
kepada masyarakat umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkannya ini. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku untuk kerugian
barang yang diperdagangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap iklan-iklan
barang dan/atau jasa yang diiklankan.®

Menurut Pasal 1365 KUHP Perdata, maka yang dimaksud dengan
perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai
berikut:

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
kesengajaan maupun kelalaian);

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggung Jawab memiliki banyak pengertian, salah satunya menurut
menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban
menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan,
dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu
keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan

kepadanya.®®. Pada penulisan skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai

' Gatot Anwar Nasution, Apa yang Dimaksud Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata
diakses dari https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-
perdata/13412 pada tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 20.03 Wib

'® Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), him 25

12


https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata/13412
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tanggung jawab hukum, pengertian tanggung jawab hukum secara terminologi
berasal dari dua kata, yakni tanggung jawab dan hukum.

Tanggung jawab berasal dari kata verantwoordelijkheid
(tanggung jawab) yang apabila diartikan adalah kewajiban
memikul pertanggungjawaban dan memiliki kerugian yang
diderita (bila dituntut) baik dalam hukum maupun dalam
bidang administrasi. Sedangkan hukum berasal dari kata
recht (Belanda), law (Inggris).*’

Menurut Purbacaraka*® : Tanggung Jawab bersumber atau lahir atas
penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan
hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan setiap
pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara
tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus
disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan

kekuasaan.

2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan

Prinsip tanggung jawab di dalam hukum pengangkutan diantaranya adalah
sebagai berikut® :

1. Tanggung Jawab Atas Adanya Kesalahan ( Fault Liability)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam beberapa literatur
dibidang angkutan dikenal juga dengan istilah fault liability. Berdasarkan prinsip
ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
penumpang, pengirim/penerima barang atau pihak ketiga, karena kesalahannya
dalam melaksanakan angkutan. Pihak yang menderita kerugian wajib
membuktikan kesalahan pengangkut. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) sebagai aturan umum.

Ysalim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata, (Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2007), him.71

'8 pyrbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, (Bandung :Citra Aditya Bakti), him. 37

Y Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung : PT Citra Aditya
Bakti, 2013), him. 43
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2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (Presumption of Liability)

Prinsip ini menentukan bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung
jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang
diselenggarakannya. Akan tetapi, bila pengangkut dapat membuktikan bahwa dia
tidak bersalah, dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.
Yang dimaksud “tidak bersalah” adalah:

a. Tidak melakukan kelalaian.
b. Telah berupaya melakukan tindakan yang perlu unuk menghindari kerugian.

c. Peristiwa yang terjadi tidak mungkin dihindari.

Asas ini lebih dirasakan adil dalam hal pembebanan pembuktian suatu
kesalahan karena pihak pengangkut dianggap lebih mengetahui keadaan/kondisi
penyebab armadanya yang mengalami kecelakaan.”

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability)

Prinsip yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab mutlak, menurut
prinsip ini pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian
terhadap setiap kerugian yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan yang
dilakukannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari
tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan
kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian
tentang kesalahan. Unsur kesalahan tidak relevan.?*

Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen
barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Sehingga
prinsip ini banyak digunakan untuk melindungi konsuemen yang posisi tawarnya
lebih rendah disbanding pelaku usaha atau produsen.

2.2 Pengangkutan
2.2.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 22 Tahun
2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

2 |hid.him.44
2L |bid.hlm 45
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Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Jakarta, adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat

lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan berasal dari kata dasar ‘angkut’ yang berarti mengangkat

dan membawa. Dalam kamus hukum tercantum bahwa, pengangkutan adalah

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang

dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.*

1. Menurut H.M.N Purwosutjipto 2

Intinya pengertian pengangkutan adalah perpindahan
tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang,
karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai
dan meninggikan manfaat serta efisiensi. % Jika
penggunaan alat pengangkut itu ditarik biaya angkutan
sebagai sewanya, maka pengangkutan tersebut disebut
pengangkutan niaga.*

Para Ahli berpendapat mengenai pengertian pengangkutan diantaranya:

> menyatakan bahwa

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara
pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan
barang dan/atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan
tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan
diri untuk membayar uang angkutan”.

. M.N. Nasution ® menyatakan bahwa pengangkutan

didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia
dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya
dijelaskan  bahwa proses pengangkutan tersebut
merupakan gerakan dari tempat asal, dimana kegiatan
angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan ke mana
kegiatan pengangkutan diakhiri.

him 1.

*’Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2012), him. 413
2 Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta, 1990),

2013), him 12- 13.

* HMN Purwosoetjipto, Hukum Pengangkutan, ( Jakarta : Djambatan, 2008), him. 2
% M.N. Nasution, Manajemen Transportasi, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008) him. 3

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga,( Bandung : Citra Aditya Baki,
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3. Menurut Abdulkadir Muhammad?®’, pengangkutan adalah
proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari
tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan
barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat
yang ditentukan.

Pengertian pengangkutan menurut para ahli tersebut menjelaskan bahwa
pengangkutan merupakan sebuah perjanjian antara penumpang dengan pihak
pengangkut dalam hal ini pelaku usaha dalam bidang pengangkutan untuk
mengantarkan penumpang atau barang milik penumpang ke tempat tujuan yang
telah disepakati di dalam perjanjian awal tadi. Oleh karena itu pengangkutan
merupakan suatu perjanjian yang sah, sehingga apabila ada pihak yang melanggar

perjanjian tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan melawan hukum.

2.2.2 Jenis-Jenis Pengangkutan
a. Pengangkutan Darat
Pengangkutan darat dapat dilakukan dengan menggunakan kereta api dan
kendaraan umum, yang pengaturannya terdapat dalam:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yakni dalam buku I
Bab V bagian 2 dan 3, mulai Pasal 90 sampai dengan Pasal 98. Dalam
bagian tersebut diatur sekaligus pengangkutan darat dan perairan darat,
namun hanya khusus mengenai pengangkutan barang.
2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Pengganti Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian) dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Pengganti Undang- Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan).
b. Pengangkutan Laut
Pengangkutan laut dapat dilakukan dengan menggunakan kapal, yang

pengaturannya terdapat dalam:

*” Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, (Bandung PT.
Citra Aditya Bakti, 1991), him. 19
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam buku Il bab V
tentang Perjanjian Charter Kapal, buku Il bab VA tentang
pengangkutan.

2) Peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pengganti Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelayaran).

c. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara,
yang pengaturannya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan. Pengangkutan udara menurut Pasal 1 Angka 14-18
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terbagi atas
beberapa yaitu:

1. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk
umum dan memungut pembayaran.

2. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara
yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang
dilakukan.

3. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandar udara ke bandara udara lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandara di dalam negeri ke bandara udara lain di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebaliknya.

5. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara
niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute
penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan
tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda
transportasi  lain  dan secara komersial belum
menguntungkan.

Pengangkutan udara diadakan dengan perjanjian antara pihak pihak.
Pengangkutan udara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas

pulau-pulau sehingga tidak semua dapat dijangkau dengan pengangkutan darat

dan laut.
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2.3 Perlindungan Konsumen
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat di dalam pasal 1 angka 1
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan hukum kepada konsumen.

M. Ali Mansyur®® mengemukakan ada 4 (empat) alasan pokok mengapa
konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi
seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan
pembangunan nasional menurut UUD 1945.

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan
konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia
yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku
pembangunan, Yyang berarti juga untuk menjaga
kesinambungan pembangunan nasional.

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dan
pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen juga dapat didefenisikan sebagai
hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen.? Setiap orang pasti memiliki
kebutuhan pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok
bersama orang lain, dalam keadaan apapun memerlukan suatu produk barang atau
jasa tertentu. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang sifatnya pasti yaitu dalam bentuk hukum tertulis.

Rumusan perlindungan konsumen yang terdapat di dalam pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19999 Tentang Perlindungan cukup memadai.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum”,

%8 M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam
Perwujudan Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Genta Press, 2007), him. 81

#Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung : Citra
Aditya Bakti, 2006), him 3
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diharapkan sebagai benteng yang meniadakan tindakan sewena-wena yang
merugikan pelaku usaha hanya untuk melindungi kepentingan perlindungan
konsumen®. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya aturan hukum yang jelas
di dalam mengatur tentang perlindungan konsumen, agar di kemudian hari tidak
ada pihak-pihak yang dirugikan baik konsumen maupun pelaku usaha. Pemerintah
di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
berperan sebagai pelindung konsumen yang posisi tawarnya lebih lemah
dibanding pelaku usaha.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan
harkat dan martabat konsumen serta membuka akses
informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan
menimbulkan sikap pelaku usaha yang jujur dan
bertanggung jawab. **

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan
jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan
terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian diharapkan konsumen menjadi
semakin sadar dan mengetahui bahwa mereka sebagai konsumen memiliki hak
yang berlandaskan hukum untuk dilindungi dari hal-hal yang merugikan mereka
dari oknum pelaku usaha yang curang dalam menjalankan usaha atau jasa yang

ditawarkannya.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai
atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan
konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak
dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan

penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen

**Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), him. 1

*'Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, ( Bogor,
Ghalia Indonesia, 2008), him. 9
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disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian
tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan
tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misalnya, tujuan meningkatkan
kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai
adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan
perlindungan konsumen dilakukan secara serempak. Tujuan dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu
sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya.
Dengan demikian diharapkan tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai dan
kepentingan konsumen dapat dilindungi.

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang
dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh
sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau
jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan
perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai
dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun
untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari
tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asas

atau kaidah hukum perlindungan konsumen.
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas atau kaidah

hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang

dari tujuan perlindungan konsumen, yang menyebutkan

bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat,

keadilan, kesimbangan, keamanan dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum.*

Disinilah peran besar pemerintah sangat dibutuhkan, seperti yang tertulis

di dalam UUD 1945 bahwa negara ada untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam hal pembinaan dan
penyelenggaraan perlindungan konsumen agar supaya konsumen menyadari apa
saja yang menjadi haknya serta apa saja yang menjadi kewajibannya.

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang

disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga

tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk

mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan ke tiga, dan

ke lima. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan

dapat terlihat dalam rumusan yang pertama, dan ke empat

, serta ke enam. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan

untuk kepastian hukum terlihat dalam rumusan ke dua.®

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen ini diterbitkan bersifat mayoritas untuk melindungi kepentingan
konsumen bukan berarti ada niat untuk mematikan pelaku usaha. Dengan adanya
Undang-Undang ini konsumen dan pelaku usaha dapat membangun hubungan
yang baik, karena pada dasarnya konsumen dan pelaku usaha adalah dua unsur

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.3.3 Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, adapun asas
tersebut terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, yaitu:

%2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Indonesia, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011, him.26
*Ibid. him. 35
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. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa

segala upaya dalam  menyelenggarakan perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara menyeluruh;

. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya
secara adil;

. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku
usaha, dan pemerintahan dalam arti materil maupun
spriritual;

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan;

. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh
keadilan  dalam  menyelenggarakan  perlindungan
konsumen, serta negara menjamin adanya kepastian
hukum.

22

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut bila diperhatikan

substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu*

1.

2.
3
Di

keselamatan konsumen;
Asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan dan;
Asas kepastian hukum.

Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan

samping asas-asas yang telah disebutkan di atas, ada satu asas yang

tidak kalah penting, yaitu asas itikad baik. Di zaman modern saat ini banyak

pelaku usaha yang memperjualbelikan barang atau jasa secara curang untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara tanpa

memperhitungkan hak konsumen, oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu

itikad baik di dalam Perlindungan Konsumen.

*Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Rajawali
Pers, 2010), him. 33
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2.4 Pelaku Usaha
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi”.

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai
berikut:*

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai
berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha lelang,
“tengkulak”, penyedia dana, dan sebagainya;

b. Produsen vyaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi
barang dan/atau jasa dari barang-barang-barang dan/atau jasa-
jasa yang lain (baha baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-
bahan lainnya);

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada
masyarakat.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-
undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Oleh karena

itu pelaku usaha bertanggung jawab terhadap hal-hal negatif yang mungkin terjadi

akibat usahanya terhadap pihak konsumen.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan hak pelaku usaha sebagai berikut :

**Az nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Daya Widya,
2008), him.23
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. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan;

. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad baik;
Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang/atau jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai
dengan kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang
diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak
dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang/atau jasa
yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang
memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas
barang dan/atau jasa yang sama.>®

24

Oleh karena itu disini dituntut adanya itikad baik dari pelaku usaha agar

berlaku jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa yang diperjualbelikannya.

Dalam prakteknya hal ini sering terjadi di masyarakat yang sering Kkali

menimbulkan kerugian pada pihak yang nilai tawarnya lebih rendah yaitu

Konsumen, maka karena hal demikian di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor

8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen kemudian diatur mengenai

kewajiban pelaku usaha.

Pelaku usaha memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut :

a.
b.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta
memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;

. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar

dan jujur, serta tidak diskriminatif;

. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/jasa yang berlaku;

Memberi kesepakatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta

% Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. him 51
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memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*’

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
menjelaskan bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena
meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat
diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak
barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen
hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa.

Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya
kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha),
sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat
merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi
dengan konsumen.*®
Konsumen dituntut agar lebih waspada dan teliti dalam setiap melakukan
transaksi dengan para pelaku usaha, karena tidak semua pelaku usaha memiliki
itikad baik. Begitu juga dengan Pelaku usaha agar harus mulai menyadari bahwa
beritikad baik di dalam menjalankan usahanya adalah hal yang mutlak karena
apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen maka pelaku usaha dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.4.3 Larangan Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang
berdasarkan Bab IV pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapun larangan pelaku usaha

yang berkaitan dengan pelaku usaha dalam skripsi ini yaitu :

*’Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia Pusaka Utama, 2002), him.33

**Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta :Sinar Grafika,
2009), him.44
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a. Pasal 8 ayat (1) a yaitu : barang dan/atau jasa yang tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yag dipersyaratkan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 8 ayat (1) f yaitu : Pelaku usaha dilarang memproduksi
dan/atau memperdagangkan k sesuai dengan janji yang
dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi
penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

c. Pasal 8 ayat (1) i yaitu : Tidak memasang label atau membuat
penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi
bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,
akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus di pasang/dibuat;

d. Pasal 9 ayat (1) yaitu : Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa
secara tidak benar;

e. Pasal 10 yaitu : Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/
atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang
tidak benar;

f. Pasal 12 vyaitu : Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa
dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah
tertentu;

g. Pasal 13 ayat (1) yaitu : Pelaku usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan atau mengiklankan barang dan/atau jasa
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma
dengan maksud tidak memberikannya;

h. Pasal 15 yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan
atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik
maupun psikis terhadap konsumen;

i. Pasal 16 yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang
dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk membatalkan
pesanan dan tidak menepati janji.

Di dalam ketetuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, f dan i, pasal 9 ayat (1), pasal
10, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 15,dan pasal 16 diatas sudah jelas
disebutkan hal-hal apa saja yang menjadi larangan bagi pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya. Oleh karena itu diharapkan agar para pelaku usaha
menaati larangan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak

konsumen.
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2.5 Konsumen
2.5.1 Pengertian Konsumen

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawb semua pihak
baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri.
Tanpa adanya andil dari ke empat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya
masing-masing. Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan
beberapa pengaturan perlindungan yaitu :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta
menjamin kepastian hukum;

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan

kepentingan seluruh pelaku usaha;

Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek

usaha yang menipu dan menyesatkan;

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan
penggturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang
lain®.

> ow

Istilah konsumen berasal dari kata konsumer (Inggris-Amerika) atau
konsument/consument (Belanda). Pengertian dari konsumen tergantung dari posisi
mana ia berada. Pengertian konsumen secara harafiah adalah lawan dari produsen
yaitu setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau
jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana tersebut.* Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain
maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung unsur-unsur sebagai
berikut* :

1. Konsumen adalah setiap orang.

**Husni Syawali dan Neni Sri Iminiyati, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Bandung:
Mandar Madju, 2000), him. 7

*°Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta : Daya Widya,
2008), him. 3

*! Ibid. him.8
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Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga
badan usaha (badan hukum atau non badan hukum.

2. Konsumen sebagai pemakai.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen hendak mengaskan bahwa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan
Konsumen menggunakan kata “pemakai” untuk
pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (end user).
Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas,
yaitu semua orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa
untuk diri sendiri.

3. Barang dan/Jasa.

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya
untuk diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen.
Jasa yaitu layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang
tersedia untuk digunakan oleh konsumen.

4. Barang dan/ Jasa tersebut tersedia dalam masyarakat.
Barang dan/jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia
di pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami
kesulitan untuk mengkonsumsinya.

5. Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri.
Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain atau mahkluk hidup lain. Dalam hal
ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap
pemakaian suatu barang dan/jasa.

6. Barang dan/Jasa tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8
tahun 1999 Perlindungan Konsumen dipertegas, Yaitu
hanya konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian
ini adalah konsumen tidak memperdagangkan barang
dan/jasa yang telah diperolehnya. Namun, untuk
dikonsumsi sendiri.

Az. Nasution juga menglasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga
bagian yaitu: * Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai pengguna
dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

1. Konsumen antara yaitu pemakai, pemakai, pengguna
dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi
menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya
(distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara
ini sama dengan pelaku usaha.

2. Konsumen akhir vyaitu, pemakai, pemakai, pengguna
dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi

“1bid. him. 13
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kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan
tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir
inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan
Konsumen.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan
bahwa konsumen adalah pihak yang mamakai, membeli, menikmati,
menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan rumah tangganya. Perlu juga diketahui bahwa pengertian konsumen dalam
kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.
Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.
Konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai dari

proses produksi suatu produk lainnya.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen
A. Hak Konsumen

Istilah Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Secara

umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety);

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed);
3. Hak untuk memilih (the right to choose);

4. Hak untuk didengar (the right to beheard).

Tidak semua organisasi konsumen menerima hak-hak tersebut. Mereka
bebas untuk menerima semua atau sebagian.

Yayasan lembaga konsumen Indonesia yang disingkat
YLKI misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu
hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen,
yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai puncak
hak konsumen.*

*Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Sinar Grafika,
2014), him. 31
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Setelah itu, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun

1985 Tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer protection),

juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi,

meliputi: **

1.

2.

SN

Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap
kesehatan dan keamanannya;

Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial
konsumen;

Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen
untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan
yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
Pendidikan konsumen;

Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau
organisasi lainnya yang relevan dan memberikan
kesempatan  kepada  organisasi  tersebut  untuk
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pasal yang ke 4 menjabarkan hak —hak konsumen sebagi berikut :

1.

..

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut;

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur

serta tidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya;

*Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (

Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2002), him. 28.
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Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

9 (sembilan) butir hak konsumen yang dijabarkan diatas, terihat bahwa

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang

paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Akhirnya, jika semua

hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang

diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan hak konsumen sebagi

berikut® :

A A

iy

9.

Hak konsumen mendapatkan keamanan;

Hak untuk mendapatkan informasi yang benar;

Hak untuk didengar;

Hak untuk memilih;

Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar yang diberikan;

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian;

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum;

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat;

Hak untuk perlindungan konsumen

B. Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga

memiliki kewajiban yang tertulis di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain untuk :

1.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi
keamanan dan keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian

barang dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen

secara patut.

Hal ini dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang

optimal atas pelindungan konsumen dan atau kepastian hukum bagi dirinya.

Diharapkan konsumen menjadi lebih mandiri di dalam memperoleh hak-haknya

*Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Sinar Grafika,
2014), him. 33-40
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sebagai konsumen dan dapat di akui secara hukum. Kewajiban ini seharusnya
menjadi hal yang harus sangat diperhatikan bagi semua konsumen yang ada di

Indonesia.

2.6 Transportasi Online
2.6.1 Pengertian Transportasi Online

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi dewasa ini terus
mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan
perkembangan teknologi yang ada. Peran transportasi di dalam menunjang
aktivitas manusia baik di desa maupun perkotaan sangatlah vital dalam
menunjang roda kehidupa masyarakat.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu
lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem
transportasi  nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai
dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya
murah.*®

Hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia terjadi penambahan jumlah
kendaraan yang sangat pesat dan tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan.
Hal ini tentu saja mengakibatkan jalanan di kota-kota besar di Indonesia menjadi
macat dan menjadi terkesan amburadul. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah
bagi pemerintah dewasa ini.

Di Indonesia ada beberapa alat transportasi yang digunakan, transportasi
darat, laut dan udara. Sejauh ini yang ada di negara kita baru itu saja. Melihat
begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah
transportasi berbasis online. Salah satunya adalah transportasi darat. Perlu
dipahami bersama bahwa arus kemajuan teknologi merupakan sebuah
keniscayaan yang mau tidak mau harus Kita ikuti. Jasa transportasi online

merupakan jasa transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Teknologi

**Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung :Citra Aditya Bakti,
2013), him. 7.
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diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang
dilakukan sehari-hari. Begitu juga halnya dengan jasa transportasi online.
Transportasi berbasis online diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah
seseorang yang ingin berpergian, karena mudah memesannya, efesien dan efektif.
Ini merupakan sebuah terobosan baru yang patut diberi apresiasi.

Pemaparan mengenai transportasi online dapat diartikan
bahwa pengertian transportasi online adalah suatu
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang
berjalan  dengan mengikuti serta memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis
aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun
pembayaran.*’

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai transportasi online diatur di
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 te